BAB II

HUKUM ISLAM TENTANG SEWA MENYEWA TANAH

A. Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam

1.

Pengertian Sewa Menyewa

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah
sewa menyewa, yang dalam figh Islam disebut “ jjarah’. Al-ijarah menurut
bahasa berarti “A/-Ajru” yang berarti Al-‘Iwadh (ganti) oleh sebab itu As-
sawab (pahala) disebut pula alajru (upah).'

Sedangkan menurut istilah, a/- ljarah ialah menyerahkan (memberikan)
manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran .

Berdasarkan perngertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud sewa
menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini
bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan
terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari
benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang
seperti kendaraan, rumah, tanah juga dapat berupa karya pribadi seperti

pekerja.’

! Sayyid Sabiq, Figh Sunnah.Jilid 13, .15
2 Abdurrahman, Masduha, Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam, h.97
3 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h.52
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Kelompok Hanafiyah mengartikan 7jarah dengan akad yang berupa
pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan
pembayaran dalam jumlah yang disepakati.*

Ulama madzhab Maliki menjelaskan bahwa jjarah dan kira’ adalah dua
kata yang semakna dan searti, hanya saja mereka mengatur dalam pemberian
nama dari perjanjian atas manfaat manusia dan sebagian barang yang
dipindahkan seperti perkakas rumah tangga, pakaian dan bejana serta
semisalnya dengan istilah 7jarah.’

Sedangkan mengenai perjanjian persewaan atas sebagai orang yang lain
seperti perahu dan binatang secara khusus dinamai dengan istilah “kira””
Meskipun keduanya termasuk barang yang dapat dipindahkan, yang dianggap
sama dengan perahu dan binatang ialah semua barang yang tetap seperti
tanah, bumi, rumah dan lainya.6

Demikian perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang

berunsurkan adanya memilik manfaat atau ongkos sebagai pengganti dari

pihak lain.
Sedangkan menurut /ugoh (bahasa), kata yang berarti
(pengganti pembayaran), (pahala) dan O (upah).’

* Helmi Karim, Figh Muamalah, h.29

> Muhammad Zuhir, Figh Empat Madzhab Jilid IV, h.170
°Ibid, h.170

7 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah,Jilid 3, h. 7
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Menurut syara’ sewa menyewa adalah memberikan kemanfaatan

kepada orang lain dengan cara penggantian dengan syarat-syarat tertentu.’

. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa sewa-menyewa
mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan
salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk salah
satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama.

Oleh karena itu ulama figih menyatakan bahwa dasar hukum
diperolehkan akad sewa-menyewa adalah Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma’
para ulama.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa dasar hukum dari sewa-menyewa
diantaranya adalah:

a. Al-Qur’an

1) Firman Allah SWT. Dalam Surat Az-Zukhruf, ayat 32 yang berbunyi:

Ao6adau 16P1006adxd0 NOIuaoE6 NOEOGeBo 461uid
. 0803

a0U6i00E0a6a0  Yoi
Canl6i6CES CaledauioC 2oNoYoUtaoC

g 6 EoUuOo 16NoI6CES
D6 EoUa08asat E6UaOSC 081uN6iedC

¥ Muhammad Sarbiniy, a/-Igna’ jilid I, h.347
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Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka
dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan,
sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat,
agar sebagain mereka dapat mepergunakan sebagian yang
lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan’{Q.S.Az-Zukhruf: 32)°

b) Firman Allah SWT. Dalam Surat al-Baqarah, ayat 233 yang

berbunyi:
- 20Aodn AONoOIuEodau Aodau
EO6OUEONUO6UxeC  AodxuaCloBoan YoaC
1046CI06 Uodaodiulioan AéDéC OdagoanEoan aoC

AE6iuEsan E6CanadUaNoxYo @0CEeobdeC
C4a40680 ®6CUG40302C Adied Caanoad E6aoC

E6Uunasdadzdo E0OOIN (=)

Artinya: “.. Dan jika dan jika ingin anakmu disusukan orang lain,
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat
apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Bagarah:233)"

¢) Firman Allah SWT. Dalam Surat Selain itu dijadikan dalam surat

at-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

4

... YoAsin AoNuO6UGE6 40B6a0 YOAESx40400 ...

? Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h 706
' 1bid, h. 57
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Artinya: “.. Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu,
maka berikanlah kepada mereka upahnya, ...”" (Q.S At-
Talag)."

d) Firman Allah SWT. Dalam Surat al-Qasas ayat 26:
PoCaoEu As1ul6Ca3a6C 10C AOGEGEOD
COuEO6AuloNGA0 Adied [610NO 4040
COUE6AulONUES Cauboadiod CaA5140
Artinya: “Salah seorang dari dua wanita itu berkata: “Wahai
bapakku ambilah dia sebagai orang yang berkerja (pada
kita), karena sesungguhnya orang yang baik yang kamu

ambil untuk berkerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi
dapat dipercaya.” (Q.S Al-Qashash: 26)'*

' 1bid, h. 946
12 Ibid, h. 547
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b. As-Sunnah

Adapun As-Sunnah yang dijadikan sebagai dasar hukum
diperolehkannya akad sewa-menyewa adalah hadis yang diriwayatkan oleh

Imam Muslim dari Hanzala bin Qais sebagai berikut:

).

Artinya: “Dari Hanzalah bin Qais berkata: Saya bertanya kepada Rafi’ bin
Khadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka
ia berkata: Tidak apa-apa, orang-orang di zaman Rasulullah Saw
menyewakan bumi dengan barang-barang yang tumbuh di jalan
perairan dan yang tumbuh di pangkal-pangkal selokan dan dengan
beberapa macam dari tumbuh-tumbuhan lalu binasa ini, selamat
itu dan binasa yang itu, sedangkan orang yang tidak melakukan
penyewaan kecuali melakukan demikian, maka hal itu dilarang,
maka apapun sesuatu yang dimaklumi dan ditanggung, maka tidak

apa-apa”, (HR. Muslim)."
c. Ijma’
Pada masa sahabat telah berijma’ bahwa i7jarah dibolehkan sebab
bermanfaat bagi Umat Islam manusia.'*

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

a. Rukun sewa menyewa

" Imam Abi Husain Muslim bin Hajar Qosir Nisaburiy, Sahih Muslim Juz IX, h. 175
'* Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah, h. 124
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1) Dalam kitab Mazahib al-Arba’ah dijelaskan bahwa rukun 7jarah (sewa
menyewa) ada 3 macam yaitu:

a) Adanya orang yang beraqad, yaitu meliputi:
(1) Orang yang menyewakan ( )

(2) Penyewa ( )

b) Adanya benda yang diaqadkan yaitu meliputi:
(DUpah ()
(2) Bermanfaat ( )
c) As-Sigah yaitu suatu lafadz (ungkapan) yang menunjukkan atas
pemberian kemanfaatan dengan cara penggantian pembayaran.'’
Jadi, sewa menyewa dan yang berhubungan dengannya serta
lafadz (ungkapan) adalah apa saja yang menunjukkan hal
tersebut.
2) Adapun As-Syarbini dalam kitabnya Mugniy al-Muhtaj membagi
rukun 7jarah (sewa menyewa) dalam empat macam yaitu:
a) Orang yang menyewakan dan penyewa;
b) Lafaz;
c¢) Upah;

d) Bendanya bermanfaat.'®

"> Abddurrahman al-Jaziriy, Mazahib al-‘Arba’ah jilid Ill, h.98
' Muhammad Syarbini, A/-Igna’ jilid I, h.98
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Dua pendapat diatas pada dasarnya sama, dan pendapat ketiga
lebih ringkas.
3) Di dalam figih Islam bahwa sewa menyewa dibagi menjadi tiga
bagian yaitu:
a) ‘Aqidaini

‘Aqidaini yaitu dua orang yang melakukan akad. Dalam hal
ini orang yang menyewakan (mufir) dan orang menyewa
(musta jir).

Adapun syarat ‘agidaini adalah kedua belah pihak yang
melakukan akad yaitu dewasa dan tidak ada paksaan yang tidak
dibenarkan menurut agama Islam. Sehubungan dengan syarat
kedewasaan maka ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat
bahwa tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah
dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Sedangkan yang
tidak adanya unsur paksaan, maka apabilah salah satu pihak
dipaksa menyewakan barangnya, maka sewa menyewa tidak
sah."”

Syarat kedewasaan adalah merupakan hal sangat rasional
karena orang dewasa yang mampu melakukan akad dengan

sempurna. Demikian syarat tidak adanya unsur paksaan karena

" Hamzah Ya’qud, Kode Etika Dagang Menurut Islam, h.321
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akan menghindarkan dari dua belah pihak dan akibat-akibat buruk
lainnya. Dalam melaksanakan transaksi sewa menyewa harus

dilakukan suka sama suka antara kedua belah pihak.
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b) Ma’qud ‘Alaih

Ma’qud ‘Alaih yaitu manfaat dan pembayaran (uang) sewa
menyewa yang menjadi obyek sewa menyewa.

c¢) ljab Qabul

Akad sewa menyewa dinyatakan sah dengan 7jab gabul.
Akad menurut bahasa adalah ikatan dan persetujuan.'® Sedangkan
pengertian akad menurut istilah adalah merupakan ungkapan
kata-kata antara pemilik tanah dengan penyewa yang bertujuan
untuk membuktikan kesepakatan antara pihak yang menyewakan
tanah pertaniannya dengan pihak penyewa. Perjanjian sewa
menyewa yang berlangsung antar hamba Allah adalah persoalan
yang berdasarkan pada kerelaan jiwa yang tidak diketahui
lantaran tersembunyi. Karena itu syariat menetapkan, ucapkanlah
yang menjadi ungkapan apa yang terdapat didalam jiwa.

Sewa menyewa berlangsung dengan 7jab dan gqabill.
Pengertian dari jjab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu
dari dan salah satu dan pihak. Dan gabul, yang kedua. Dan ijab
gabul tidak ada kepastian menggunakan kata-kata khusus, karena
ketentuan hukumnya ada dalam akad dengan bertujuan dan mana

bukan dengan kata-kata itu sendiri.

'® Sayyid Sabiq, Figh Sunnah jilid 12, h.49
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Diperlukan adanya saling rida (rela), direalisasikan dalam
bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat
menunjukan keridhaan dan berdasarkan makna pemilik dan
mempermilikkan, seperti ucapan pemilik tanah: aku sewakan, aku
berikan, aku milikkan, atau ini menjadi milikmu dan ucapan
penyewa: aku sewa, aku ambil, aku terima, aku rela, atau

ambillah apa harganya dan sebagainya'’

b. Syarat Sah Sewa menyewa

1) Adapun syarat sahnya sewa menyewa menurut pendapat Sayyid Sabiq

menjadi enam, yaitu:

a)

b)

d)

Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad;

Mengetahui dengan sempurna manfaat yang diakadkan, sehingga
mencegah terjdinya perselisihan;

Hendaknya barang yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat
dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria dan syara’;

Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan
(manfaat);

Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan;

1 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 2, h.180
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f) Bahwa imbalan itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai
jelas diketahui baik dengan menyaksikan atau dengan
menginformasikan ciri-cirinya.”

2) Asy-Syairazi dan Az-Zuhayliy membagi syarat sahnya sewa menyewa
menjadi empat, yaitu:

a) Syarat penyelenggaraan;
b) Syarat pelestarian;

¢) Syarat sah;

d) Syarat tetap.

Pada dasarnya kedua pendapat diatas sama, hanya saja pendapat
kedua membagi syarat sahnya sewa menyewa secara garis besar. Dipilih
pendapat kedua karena lebih ringkas.'

Untuk sahnya sewa menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih
dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu
apakah kedua belah pihak memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian
pada umumnya.

Unsur terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap
bertindak yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik
dan yang buruk (berakal). Imam As-Syafi’i dan Hanbali menambakan

satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh). Perjanjian sewa menyewa

2 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah jilid 13,h.12-13
! Azhar Basijir, Asas-Asas Hukum Muamalah(Hukum Perdata Islam), h.18
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dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak

sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana

yang baik dan mana yang buruk (berakal).**
Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

1) Masing-masing pihak rela untuk melakukan prjanjian sewa menyewa,
maksudnya kalau dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur
pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah.

2) Harus jelas dan terang mengenai objek sewa menyewa, yaitu barang
yang disewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama
waktu sewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

3) Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukkannya.
Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan
dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukkannya
(kegunaan) barang tersebut, seandainya barang itu tidak dapat
digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa
menyewa itu dapat dibatalkan.

4) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan. Maksudnya barang yang
diperjanjikan dalam sewa menyewa itu harus dapat diserahkan sesuai

denagan yang diperjanjikan. Oleh karena itu,kendaraan yang ada

22 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, h.53
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(baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat
dijadikan sebagai obyek perjanjian sewa menyewa, sebab barang
yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan lagi bagi pihak
penyewa.

5) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang boleh dalam
agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak
bolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib
untuk ditinggalkan, misalkan perjanjian sewa menyewa rumah itu
digunakan untuk prostitusi, atau menjual minuman keras serta

tempat perjudian.”

4. Macam-macam Sewa menyewa
Dilihat dari segi obyeknya sewa menyewa (7jarah) dapat dibagi menjadi
dua macam yaitu Fjarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat
pekerjaan (jasa).

a. Sewa-menyewa (7jarah) yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa-
menyewa tanah untuk pertanian, rumah, toko, kendaraan, pakaian dan
perhiasan .

b. Sewa-menyewa (7jarah) yang bersifat pekerjaan (jasa), ialah dengan cara
memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Zljarah

semacam ini menurut ulama figih hukumnya boleh apabila jenis

3 Ibid, h.54
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pekerjaan itu jelas, seperti buruh banggunan, tukang jahit, dan tukang
sepatu.
Sewa-menyewa (7jarah) seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti
mengabdi seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam. Dan
ada juga yang bersifat serikat, seperti mengabdi buruh pabrik, buruh

bangunan dan lain sebagainya. 2

5. Bentuk Sewa menyewa
a. Bentuk sewa menyewa yang diperolehkan dalam Islam

Islam memerintahkan kepada umat manusia untuk berusaha buat
dirinya, tidak hanya tidur semata maupun berdiam diri saja tanpa
berusaha. Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertebaran atau
berjalan dipermukaan bumi sambil bekerja dan berusaha. Dalam berusaha
dan bekerja, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk bekerja
seperti: jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam serta wirausaha dan
lain sebagainya namun harus dihindari dari usaha batil, sebagaimana

firman Allah an-Nisa’ ayat 29:

C ~. /I-Is
S e

Artinya: “Hai orang-orang yang berman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil”>

** Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figih Muamalah), h. 236
»Departemen RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, h.371
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Apabila seorang muslim memiliki tanah produktif, dia harus
memanfaatkan tanah tersebut, Islam sama sekali tidak menyukai
dikosongkan tanah produktif, sebab hal itu berarti menghilangkan
nikmat dan menyia-nyiakan harta. Berusaha dan bekerja dalam bentuk
sewa menyewa tanah garapan di jaman Nabi SAW sudah menjadi
kebiasaan bagi para sahabat pada waktu itu, Nabi SAW memperbolehkan
sewa menyewa tanah apabila masing-masing pihak tidak merasa
dirugikan.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sewa
menyewa tanah garapan yang diperbolehkan dalam Islam adalah:

1) Tanah yang disewakan adalah tanah prokdutif;

2) Sewa menyewa tanah pertanian tersebut dengan ganti pembayaran
yang jelas, misalnya dengan mata uang, emas, perak;

3) Benda yang disewakan harus diketahui atau jelas.

Sedangkan sistem pengolahan tanah pertanian itu diperoleh

sebagaimana kesepakatan kerjasama antara pemilik tanah, manakala:

1) Bebas dari tindakan yang tidak adil dan dzalim dari pemilik tanah;

2) Tidak ada kecemasan akan timbulnya persengketan dan perselisian
antara kedua belah pihak;

3) Hak kedua belah pihak (khususnya penyewa) tidak terancam.”

2% Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, h.293
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Bentuk sewa menyewa tanah yang tidak diperbolehkan dalam Islam

Terdapat suatu akad muzara’ah yang sudah biasa dilakukan di
zaman Nabi, tetapi oleh beliau dilarang karena terdapat unsur penipuan
dan kesamaran yang berakibat pada persengketaan dan pertentangan.

Banyak para sahabat yang memberikan persyaratan kepada orang
yang mengerjakan tanahnya, yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya
dari hasil tanah baik yang berupa takaran atau timbalan, sedangkan sisa
dari pada hasil itu untuk yang mengerjakan atau masih dibagi lagi. Maka
tidak layak kalau satu pihak mendapat bagian tertentu sedang pihak yang
lain tidak, padahal suatu tanah terkadang tidak menghasilkan lebih dari
yang ditentukan. Oleh karena seharusnya masing-masing pihak
mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan perbandingan yang
disetujui bersama, jika hasilnya banyak maka kedua pihak akan ikut
merasakan, jika hasilnya sedikit kedua pihak akan mendapatkan bagian
yang sedikit pula.

Terdapat sebagian kecil fugaha’ yang melarang persewaan tanah
sebagaimana dikemukakan oleh Tawus dan Abu Bakar bin ‘Abdul
Rahman, mereka berpendapat bahwa dilarangnya persewaan tanah itu
lantaran adanya kesamaran di dalamnya, demikian itu karena
dimungkinkan bahwa tanaman tersebut akan tertimpa bencana atau

kerusakan lain.
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Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Rafi’

sebagai berikut:

YE0aoC OOIOPOES E04o CauYoOuao
'Il'lEéNc')éiéC CEuad UoioiudaoEs Uodan i0lnioi

[64aU6a0ES6  CaO@aONoPoigd  Udian
oUo N6O616 Cade0ad Uoanad PoCad B6deoC
EoN6 A64auas CaﬁéélbiééEé [6PGadC 26B6Ca06

10a0C iBuNGi AoN100&S Y6ioboxad 46D6A6
Po@UUOES 461 2640D6a6 46B6 YONGSE@6aoC
INGIOEG  Doas 640t ESIaNSIa  Doas

C4630 Caideolsiod 0064e0i (4400646 Uoa0IGA0

Artinya: “Dari Rafi’ RA berkata: Kami adalah ahli madina yang paling
banyak landasanya. Lalu ia berkata: Salah seorang dari kami
menyewakan tanahnya dan berkata: Bagian ini untukku dan
bagian ini untukmu, boleh jadi bagian ini mengeluarkan hasil,
sedang bagian yang lain tidak mengeluarkan hasil Karena itu
Nabi melarang mereka.(HR. Bukhori)’

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa sewa-
menyewa tanah garapan yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah:
a. Benda yang disewakan tidak dimaklumkan dan ditanggung;

b. Bentuk pembayaran tanah yang tidak berkentetuan.

6. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa adalah merupakan perjanjian

yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian (hak

" Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim, Sahih Bukhariy Juz III, h. 66
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fasakh), karena sewa-menyewa termasuk perjanjian timbal-balik
(pertukaran). Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-
menyewa tersebut masih berlaku. Sebab kedudukan orang yang meninggal
duni tersebut dapat digantikan oleh ahli warisnya.*®

Mengenai masalah ini ulama figih berpendapat. Menurut Mazhab
Hanafi, perjanjian sewa-menyewa tersebut menjadi batal dengan meninggal
dunia salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan menurut
jumhur ulama, perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak menjadi batal dengan
meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian.”’Namun
demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya pembatalan perjanjian sewa-
menyewa oleh salah satu pihak jika ada alasan yang kuat untuk itu.

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian sewa-
menyewa antara lain adalah sebagai berikut:
a. Terjadinya aib atau cacat pada barang sewaan.

Maksudnya, apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi
obyek sewaan ketika barang tersebut berada di tangan penyewa
(musta’jir), yang mana kerusakan itu disebabkan kelalaian penyewa itu
sendiri. Dalam hal ini pihak yang menyewakan (mujir) dapat meminta
pembatalan atas perjanjian sewa-menyewa tersebut.

b. Rusaknya barang yang disewakan

28 Suhrawwadi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, h. 148
9 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figih Muamalah), h.236
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Yaitu ketika barang yang menjadi obyek sewa-menyewa mengalami
kerusakan, sebab dengan kerusakanya atau musnah, sehingga tidak dapat
dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Misalnya yang
menjadi obyek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang
diperjanjikan tersebut terbakar.

c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma jur ‘alaih)

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-
menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya
barang maka akad tidak mungkin terpenuhi lagi, misalnya perjanjian
sewa-menyewa karya, untuk menjahit bakal celana, kemudian bakal
celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa karya
itu berakhir.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah apa yang menjadi tujuan
dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut telah tercapai, atau masa
perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang
telah disepakati.

Pandangan Mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya ‘uzur juga
merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-

menyewa, sekalipun ‘wzur tersebut datangnya dari salah satu pihak™

3% Choiruman Pasaribu, Hukum Perjnjian dalam Islam, h.58
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Adapun yang dimaksud ‘uzur disini adalah suatu halangan yang
menyebabkan perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak mungkin dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti halnya tanah yang menjadi
obyek sewa-menyewa disita oleh negara karena suatu sebab tertentu, maka
perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat dibatalkan atau berakhir.

Sedangkan menurut pendapat jumhur, ‘wzur yang dapat membatalkan
perjanjian sewa-menyewa adalah apabila obyek sewa-menyewa tersebut
mengandung cacat atau hilangnya manfaat dari barang yang dipersewakan,
seperti kebakaran dan dilanda banjir.

Salah satunya menurut Imam Abu Hanifah ada lima hal yang
menyebabkan batalnya sewa-menyewa yaitu:*'

a. Salah satu pihak punya khiyar syarat, seperti halnya dalam sewa-
menyewa manfaat, misalnya apabila seseorang menyewa sebuah rumah
atau lainya, khiyar selama tiga hari. Baginya bisa memfasak/ikan akad
sebelum waktunya habis dengan syarat orang yang memiliki rumah
mengetahuinya, akan tetapi apabila orang yang memiliki barang itu tidak
mengetahuinya terhadap fasak/nya, maka tidak menjadi fasak#h;

b. Adanya khiyar ru’yat, misalnya apabila seseorang menyewa tanah untuk
ditanami, kemudian orang tersebut melihat tanah yang lainya, maka

baginya punya hak untuk membatalkan;

3! Abdurrahman Al-Jaziry A-figih ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah, h.263
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Adanya khiyar ’‘aib, misalnya seseorang yang menyewa rumah atau
kendaraan atau yang lainya, yang menyebabkan mudharat untuk dipakai
atau ditempati dan rumah atau kendaraan tersebut terdapt cacat atau ‘aib
seperti robohnya rumah pada bagian jendelanya, maka sewa-menyewa
tersebut akad batal. ‘Aib ini berlaku pada tiga macam, yaitu sebagai
berikut:

a) ‘Aib timbul pada barang yang disewakan, tanpa pengaruh pada
manfaat secara mutlak seperti apabila seseorang menyewa rumah
kemudian jendelanya roboh atau adanya kerusakan yang tidak
membahayakan pada kemanfaatan dan manfaat rumah itu pun
berkurang untuk ditempati atau tidak bisa dimanfaatkan;

b) ‘Aib berpengaruh pada manfaat secara keseluruhan, sehingga pihak
pengelola tidak bisa mengambil manfaat pada benda yang ia sewa
untuk tujuan penyewaan barang tersebut pada waktunya. Misalnya
apabila seseorang menyewa rumah kemudian rumah itu roboh.
Hukum pada ‘aib ini bahwasanya semua itu menjadikan gugur pada
waktu robohnya rumah tersebut, tetapi akad itu tidak batal kecuali
apabila yang menyewakan itu membatalkannya;*>

c) ‘Aib tersebut berpengaruh sebagian manfaat, sehingga mengurangi

manfaat namun tidak menghabiskannya seperti apabila seseorang

32 Ibid. h.264
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menyewa kendaraan kemudian ada yang rusak salah satu alat
kendaraan tersebut.
Fasakh disebabkan adanya ‘aib adalah karena menolak
kemudharatan, bukan karena ‘aibnya barang. Hal ini sesuai dengan
dengan kaidah figih.

C640e6N6CNS 1506C4ad
Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan

233

d. Terdapat ‘uzur bagi pemilik barang yang terpaksa menjual barang yang
disewakannya. Seperti seseorang yang memiliki barang mempunyai
hutang dan tidak punya harta untuk membayar hutangnya selain menjual
barang yang disewakan tersebut, maka fasakh-lah sewa menyewa itu;

e. Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan syarat akad itu untuk
dirinya sendiri bukan untuk orang lain, kecuali dalam keadaan darurat
seperti penyewa meninggal di suatu tempat yang tidak ada hakim (gadi),

f. Ulama madzhab Hanafi menambahkan menambahkkan bahwa jika
perjanjian sewa-menyewa telah berakhir, penyewa harus mengangkat

tangannya, tidak ada kepastian untuk mengembalikan atau menyerahkan

seperti barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak menuntut

3 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fighiyah (Pedoman Dasar Dalam
Istinbath Hukum Islam), h.132
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adanya perjanjian, schingga tidak mesti mengembalikan dan
menyerahterimakannya.**

Pendapat Madzhab Hanafi diatas dapat diterima, sebab dengan
berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa
maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat
sebelumnya telah berakhir. Dengan terlewatinya jangka waktu yang
diperjanjikan, maka secara otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas

benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan)™

. Kewajiban Bagi Pemilik Tanah dan Penyewa Terhadap Tanahnya
a) Kewajiban Bagi Pemilik Tanah

Syara’ menetapan bagi pemilik tanah pertanian (tanah tambak) atau
lahan ladang untuk memanfaatkan area tanahnya dengan mengelola tanah
termasuk tersebut kemampuan yang ada pada dirinya, seperti bercocok
tanah, berladang, bertani,bertani tambak atau lainya.

Pemilik Tanah Tersebut tidak biasa mengolahnya sendiri, syara’
membolehkan menggunakan tenaga kerja orang lain dengan memberikan
imbalan berupa upah, pemilik tanah boleh pula menyewakan tanahnya
untuk tempat peristirahatan, tempat penggembalah ataupun untuk

pertanian.

3 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, h.30
35 Suhrawadi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, h.151
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Pemilik tanah dapat memanfaatkan tanahnya dengan berbagai cara,
asalkan tidak bertentangan dengan hukum syara’. Diantaranya sebagai
berikut
a. Diurus sendiri dengan ditanami tumbuh-tumbuhan atau ditaburi

dengan benih, kemudian diolah dan dipelihara, cara semacam ini
adalah merupakan cara yang terpuji, dimana pemiliknya akan
mendapat pahala dari Allah karna hasilnya bias bias dimanfaatkan
oleh manusia, burung dan binantang lainya. Kebanyakan sahabat
Anshar dalam hidup dengan cara bertani, mereka mengurus sendiri
tanah-tanah rnereka;36

Usaha yang demikian ini merupakan yang sangat terpuji dalam
Islam, karena pemilik tanah dapat memanfaatkan tanahnya guna
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini membuktikan bahwa
Islam tidak hanya menganjurkan pemeluknya untuk beribadah semata
untuk kepentingan akhiratnya, tetapi Islam juga meganjurkan
pemeluknya untuk bekerja dan berusaha untuk kepentingan hidup di

dunia sebagimana firman Allah dalam surah al-Qasas ayat 77 :

aeoCEquUo Y 6id6C AEOCBO Cééuaoao CalooCNo
CaAIoNoEo aeoaC E6a006  4006iE6B6 4640

CaleoanioC  =0AoluOoan  BoadC  AoluOo6is
Ca40080 A0646iuB6 264C EOEUUS CanYo0oCIo

3% Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid jilid 3, h.83
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Yoi CaANuO6 Adied Caaodad 4C  idioEed
CauadYuOs16ido 3
Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerakan Allah

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu
melupakan bagimu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagai mana Allah
telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat
baik kepadamu. Sesenguhnya Allah tidak meyukai orang-
orang yang berbuat kerusakan™’

b. Dengan cara Muzara’ah yaitu pembagian hasil untuk orng yang
mengelola atau menami tanah dari yang dihasilkannya seperti 2, %
atau lebih rendah sesuai kesepakatan kedua belah pihak (pemilik
tanah dan penggarap);™®

c. Pemilik tanah menyewakan tanahnya, yaitu pemilik tanah yang
menyerakan tanahnya kepada oranh lain yang sanggup mengurusnya
(penyewa) dengan suatu ganti pembayaran tertentu.

Dalam Islam tidak ada nas yang secara jelas memerintahkan untuk
menulis harga sewa menyewa tanah, namun secara global Al-Qur’an

memerintahkan untuk menulis apabila melakukan perikatan. Sebagaimana

firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 :

37 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah, h.623
3 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, h.192
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menulisnya...”

Ayat diatas mengandung hikmah yang sangat besar bagi ketenangan
masyarakat terutama bagi kedua belah pihak yang melakukan perikatan,
karna tulisan itu dapat menjadi yang mengikat salah satu pihak yang
terkadang lupa. Namun pada dasarnya kewjiban pemilik tanah setelah
mengadakan perjanjian sewa-menyewa dengan pihak penyewa adalah
sebagai berikut:

a. Pemilik tanah wajib meyerahkan tanahnya kepada penyewa tanah

b. Pemilik tanah mengambil tanahnya lagi bila masa sewa telah habis.*’

b) Kewajiban Bagi Penyewa Tanah
Setelah penyewa mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan
pemilik tanah, maka kedua belah pihak harus dapat memenuhi hak dan
kewajiban masing-masing, adapun kewajiban penyewa tanah adalah sebagai
berikut:
a. Hendaknya penyewa tanah menunaikan apa yang telah dijadikan para
pemilik tanah pada waktu akad, sebab bilamana penyewa mengingkari
janjinya, maka bisa menimbulkan pertikaian antara kedua belah pihak,

Allah SWT berfirman dalam surah an-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

%9 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h.263
0 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h.59
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El ol 50 15950 a0l

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad itu™'

b. Penyewa tanah berkewajiban untuk memanfaatkan sewanya dengan
sebaik-baiknya, sesuai dengan penggunaan manfaat tanah yang telah
disepakati.

Perbuatan penyewa dalam mengelola dan memanfaatkan tanah
garapan sangat terpuji dalam pandangan Islam, sebagaimana hadits yang

telah diriwayatkan dari Anas RA sebagai berikut:

0. ,

( ) - !

Artinya: “Tidaklah seorang muslim yang menanam suatu tanaman atau
menaburkan beni, kemudian dimakan oleh manusia,burung dan
ternak kecuali mendapat sedekah baginya.”(HR Turmudzi)”

c. Penyewa tanah berkewajiban menyerahkan kembali tanah sewanya
kepada pemilik tanah, bila masa sewa telah habis.

Berakhirnya masa  persewaan mewajibkan penyewa
mengembalikan barang sewaannya, jika barang tersebut berbentuk barang
tidak bergerak, maka penyewa berkewajiban menyerahkan kepada
pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) harta si penyewa.

Jika berbentuk tanah pertanian, maka penyewa wajib

menyerahkan dalam keadaan tidak bertanam, kecuali jika terdapat uzur;

*! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.156
42 Abi ‘Isa Muhammad Bin Tsa Bin Surahal-Mutawaffa, Sunan at- Turmuzi Juz 111, h. 91
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maka tanah itu tetap berada di tangan penyewa sampai tiba masa panen,

dengan pembayaran serupa.®’

* Sayyid Sabiq, Figih Sunnah jilid 13, h.34



